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BUPATI BEKASI, v

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peramuran Daerah
Kabuparen Bekast Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Krarsmpan, periu menetapkan  Petunjuik
Pelaksanaan Peraturan Dafrah Eabupaten Bekessi Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipat;

bahwa atas dssar perumbengan scbagaimana dimaksixd pada
Rl & diates. peturmuk  pelaksanaan  Perabrran - Daerah
erse bt perlu ditetapkan demgan Peraturan Bupat,

ndang- Undang Nomor 4 Tabun 1950 rentang Pembentukan
Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungsan Propinsi Djaxa
Barat (Benta Negara Tahun 19509, -

Undang-Undang Nanor 32 Tahun 2004 wentang Pemeritaban
Daerah  [Lembaran Negara Republk Ddonesia Tahun 2HX4
Nomor 125, Tambahan Lemharan MNegara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah divbah beberapa  Ekali
tecakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tala HMOE
tenitarly Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nemor 32
Talum 2004 tentang Pemerintghan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tabun 2008 Nomor 359 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang, Nonor 11 Tam 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik {lembaran MNegara Republik ndonesia
Tahen 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Nepara Repuldik
Indonesia Nomor 3151);

Undang-Undang Noteesr 14 Tahun 2008 wntang Keerbukaan
Infortiras) Publik (Lembaran Negama Republik indonesta Talum
2008 Nomor 61 Tambaban Lembaran MNepaa Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undanglndang Nomor 25 Tahuo 2009 temang Pelaysnan
Publik [Lembaran Negara Eepublik Indopesia Tabwn 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
bomor S038);

Undangi/ndang Nomor 43 Tahun 2009 tenmang Kearsipan
{Lembaran MNegara Repubhk donesia Talmm 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negpara Republik Indonesia Nomor
5071}
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A Perauran Peoermtah Homor 5 Tabun 1999 berewmg Tata
Cara Peoyerahan dan Pemusnshan Dokumen Perusahaan
Lembaran MNegara Republik [ndonesia Talun 999 Nomar
ti"-}-l. Tambahan Lembaran Negasa Republik Indonesia Nomor
39123

9 Peraturan Pemenntah Nemor 88 Tahun [999 tentang Tata
C=a Pengalthan Dolnimen Perusahaan ke dalam Mirofilm
aay Dokumen Lainnya dan legalisasi {Lembaran Negwra
Republik Indontsia  Tabun 1999 Momor 193, Tam bahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Momor 3913);

i Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 20457 rentang
Pembagian Urusant Pemefintahan  antara Pererintah,
Pemerintabhan Dacrah Provinsi dan Fem_tnnt&hanr Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indenesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Notnor 47370

11. Peraturan  Pemenntzh Momer 28 Talun 2012 eatang
Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 rentang
Kearsipan (Lembaran Megara Repubhik ndonesia Tainn 2052
Momor 53 Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Momor 52861,

12. Peraturan Menteri Dalam  Neger: Nomor 78 Tahun 2002
tentang Tata HKearsipan @ Lingkungan Xememerian Dalam

geri dan Pemerintah Dacrsh (Beritis Negara HRepublk
lndonesia Tabun 2012 Nomor 1252):

i3, Peraturan Dasmh Kobupaten Bekast Fomor 7 Tabum 2009
rentang  Organisasi Perangkat Paaah sehagaimana eclah
beberapa kak o ubah terakhlir dengan Peraturan Daaah
mMomor & Tahun 2012 tentang Pertbahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Orgamsast
Perangkat Dacrah jLembaran  Daerak Kabupaten Bekas:

- Tabun 2012 Noraor 8k

14 Peraturan Daersh Kabuparen Bekast Nomor 2 Tabun 2014
tentang Penyelenggaraan  Kearsipan jLembaran  Daerah
Kabupaicn Bekast Tahun 2014 Nomor 2},

MEMUTUSEKAN

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK FELAKSANAAN
FERATURAN DAERAH FKABUPATEN BEKAS| NOMOR 2 TAFRIN
2014 TENTANG PENYELENG GARAAN KEARSIPAN

BAR 1
KETENTUAN LIMUM
Pazal 1
Dalm Peraturan Bupati i, yang dimalestd dengser
1. Daeah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemermtah Daersh adalah Bupati dan Perangicat Daeab
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4 (wganisasi Prrangks Dasrah adatab Organisass Prranglks
Daesh o lUngiangan Pemerinigh Kebupaten Bekasi. yang
terfil don Sckreetanar Daersh Seloetariar . Dewan
Perwakilan Fzakva Dacerah, Dinas Dacmeh, Inspekiorat,
Badan Perencanzan Pembangunan Daerah. Lembage Teknis
Meerph, Satuan Polsi Pamong Praja, Fumah Saki Daaah
dan Lembags Lam.

5 Kanror adalzh Kartor Kearsipan dan  Perpusiakaan
Kabupaten Bekasi, schagai Orgamsasu Perangka Daersh
yang memilki tugas pokek, fungsi den langgungawab
achagai umnil kearsipan dan lembaga kearsipan.

5 Unit Kearsipan adalah sahan kegja pada pencipla arsip
VALY memnpUnyai tugas dan tangpung  Jawab
penyelenggaraan kearsiparl

7. Lembaga Kearsipan adalah Organsast Perangkar Daerah

 yarg melaksanakan tuges © 2 bidang kearsipan  di
lingkungan Pemermniah Kabupaten Bekasi varng memiliki
tugas  pokok, fngs:. dan tangpungjawab o bidang
pengelolaan arsp stans dan pembinaan kearsipan

&, Kearsipan adaah hal-hal séng berkenaan demgan arsp

9 Arslp adalkah rekaman  kegisten sau penstiva dalam
berbagal bentuk dan media sesuar dengan perkombangan
teknologi  informasl dan komunikasi yang dibua  dm
dierima  oldh  lembagn  negara pemenntzhan daerah,
lernbaga  pendidikan, perusabaan,  organisasi  paolik,
argamisasi kemasyarakatan. dan persecorangan  dalam
pelaksanaan kebidupan bermesyarakat, berbangsa. dan
bernegara,

10. Argip Drinamis  adalsh arsip _yang -:igmalmnsecara
langsung datam kegmatan pencipta arsip dan disimpan
sdama janpks waltu tertentil.

11 Arsip Stals adelah armp vang dibasilkan oleh pm{.‘ipta
arsp karema memibki nila guma kesejarahan, telah hatiis
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, Yaig tdak:
dwenfikasf secara  langsung  ata  dak langsung  oleh
Kantor

12Arsiparis adalsh seseorang yang memillki komperensl &
bidang kearsipan yang diperoleh melalm pendidikan formd
danfatay pendidikan  dan pdatthan Eearsipan  seria
mempunyai  wLgas pok, Ongs  dan  Enggungjawab
melaksanakan kegiatan kearsipan,

13. Akses Araip adalah kotersedi zan arsip schagai hasil dani
kewenangan hulum dan otormssi legd sata  keberadaan
saana  banty  untuk  mempermudah pecermuan  dan
pemanlaatan arstp,

MPencipta  Arsp adalab phak yang mempuwiwai kemandirian
dan owrtas  dolam  pelaksepaan  fungsi Mgas, dan
tanggungiawab d bidong penpgelolson arsip dinamis.

15, Penyusutan  Arsiy  adatsh kepatan pengurangan  jumiab
arsp dengan care pemindattan arsy  inaknl dad unit




dinamiiy secara efioen, efekiil, dan sistemans meliput
peRcIptaan, pengeunsan  dan pemehbaraan, =eria
PETEYUSULAN arsp

17 Akn1sisi Arsgp stalis edalah proses peramhbshan khasanak
arsyp staus pada lembags kearsipan vang dilaksanakan
mclaiy  kematan penyerahan  arsip  statis  dan hak

pengelolaaniya  da:  pencipta  arsip kfpada  lembaga
kearsjpan

18 Pemehharaan Arsip atalah kogiatan menjaEs
keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, baik [Sik
malpun mfcrmasinya.

1GPenggunaan Arsip adalah  kegiatan pemanfaatan  dan
penyedigan arsip bagi Kepentingan pengguna arsg vang
berhak_

agbreservasi  Arsip  adalsh  tGndakan perlindungan  dan
perawatan terhadap arsip. schinges dapet disimpan dan
dimanfaatkan dalam jangks waktu yang lama.

BAB [
PENYELENGGARAAN ARSIF DINAMIS
Pasal 2
i1} Pmgelolaan  arsip  dinamis  disclenggarakan untuk
menjamin ketctsediaan arsip dalam pelaksansan keglatan,
scbagal bahan akuntabilitas kinerja daz ala bukti yang sah
dan otentik.
(2} Pengelolazn arsip dinamis scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), melipu:
a, peficiptaan arsipl
b. penggunaan dan pemneitharagn arsyp; dan
G penyusutan arsip _
(3 Herentuan lebih lanjx mengenai  penyelenggaraan  arsp
dinamis scbagaimana dimaksud pada aya {l] dan ayat 3
tercantum dalam Lampuzn [ sehagai bagian ¥ang tilak
terpisahkan dari Pergturan Hupatr L

BAB O
PENYELENGGARAAN ARSIP STATES

Pagal 3

Pengelolaan  arsip  statls  dilaksanakan unick menjamnm
keselamatan arsip schagal pertanggung@awaban Daerah bagi
kehidupan bermasvarakat berbangsa dan bernepara

Pasat 4
il) Pengelolaan arsip statls meliput -
a, akuisisi;
b pengolahan;
C  preservasy dan
d. akses.



BAE
SUMBERDAYA APARATUR KEARSIFAN
Pesal >
[} Sumberdaya eparatur  kearspan terdin  aas Pejahat

Strukturel di Bideng Kearsipan, Arsipans dan pengelola
rekrns kears: panty ingsionsl umum & bidang kearsipan .

(A Ketenmiant lebik  lanpst mengenst sumberdaya apacamnir
kearsipan sebagaimana dimaksud pada aya (1), ercantam
dalam Lampiran I schagai bagian vang tidak terpisabksn
dari Peraturan Supad

BAB V

SARANA DAN PRASARANA
Pasatl 6

{l1Sarana da prasarana  kearsipan dilaksanakan melahy
Pengaturan  standar  kualtas  dan  spesifikas),  sesaai
ketentuan perauran perundang-undangan,

{ZKerenntuan Icbih lanpt mengenal sarna  dan praserana
kearsipan Sschagaimana dimalsud pada wd (i) ercantom
dalam Lampiran [V, sebagm bagian yBng bdsk erprsahican
dart Peraturan Bupall we.

BAE VI
SiETe:M KEARSIPAN BERBASIS TEKNQLOCGE
INFORMAS] DAN KOMUNIKASI
Pagal 7

(1) Sistem kearsipan  dilaksanakan dengan  menggunakan
peralatan  teknologi  informasi  dan  kepwmikasi  sesus

konfi guras: pangkalan daia kiata centre) Kantor.

i€ Ketentuan lebh lanpit mengenai sistern kearsmpan berbasis
teknologi  Infiormasi sebagariana dimeksud pada ava (1),
a3ft {4 dan ayat {3) wrcannem dalam [ampian V, schagas
bagian yeng Gdak terpisabkan dari Peratusan Runst i

BAE v
PELAYANAN JASA [2AN PLBLIKAS! KEARSIPAN
Pasal 8

Ilayanan 3jsss kearsipan den pemanfzatan  informasi
kearsipan melipuan -

g penataan:




£ penggandaan arsp;
h  akses multinmedia. dan
1 konzsubtasi dan asistenst

2} Ketemtuao Iebih lanjit mengenal layanan jesz kearsipan dan
peinanfaatan informasi kearsipan sebagaimana demaksud
pads asat {1} tercantum dalam Lampuan VI sebagal bugian
yang tidak terpisahkan dan Peratusan Bupet i,

BAR VIII
KEADAAN DARURAT
Pasd 9

{l} Perllndungan dan penyelamatan arsip akibat bencana vang
tdak dinvatakan sebagal bencana nasional, diaicsanakan
olehh  Kantor, pencpia  asip. dan lembags kearsioasn
Kabupaten /Ko, berkoordinasi dengan Kantor
Penanggulangon Bencana Daerah Kabuparen Bedasi dan
irstansi terkalt lainnya,

{2 Ketentuan lebh  lapur  mengenai  perlindungan dan
penvelamatan arsip akibat bencana sebagamana dimaksud
pada aval {l) terczntum dalam Lampmran VI scbagai
baman yang tdak terpisabkan darl Peraturan Bupetl ndi

BAB 1X
PEMBINAAN KEARSIPAN
Pasal I

f1] Kantor melaksanakan pembinean terhadap pencpla arsip
d lingkungan Pemerintah Dacrah dan lembaga kearsipan.

{3 Kepalz Crganisasi Perangkat Daerab/Instansi/Unn keTja
melaksanakan pembinaan  kearsipan 0 lingRunEan
Qrgantsasf Perangkat Daerah/Instansi/Uni Kerjp massing-

masing,

(3] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {13 dan aval
{21, diselenpparakan untuk mergamankan  Arsip-scsio
Pemerintah Daerah, sebagai Dagian yang tidak terpisahkan
dan bahan pertanggungiawaban nasional

{4 Ketcnman l!ebih lanjut mengenai pembinazn  Kearsipan
sebagaimana dimaksud pada avar {I}. avat {3 dan aya (3

tercant ivn dalam  Lampiran VHI, Schagai bagian vang lidak
terpisahkan dan Peraturan Bupate i,




BARE X

KE TENTUAN PENUTLUF
Pasal 11

Pada sast Permturan Bupati fnf belaku, make Peraturan upad
Bekasi Nomor ls Tabun 2009 tentang Pedumsan Tata Kegrsipan
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Talm 16 Nomor 2009, dicabOt dan dinvarakan fidak

berlaku

Pasal 12
Peraturan Bupat’ i mulai berlaku pads mnggal divndangkan

Agar  setlap  orang  dapa! mengeiahuoinya, memermniahkan
pengundangan Peraturan Bupan wl dengan penenmpatannga
dalam Berita Dacrah Kabupaten Belasi

Ditetapkan o Clkarang Pusar
pada tamggal 1 7 s LW
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